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PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR § TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 44 TAHUN
2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang

Mengingat
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, maka perlu
melakukan perubahan atas Peraturan Walikota Sawahlunto
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota
Sawahlunto Tahun Anggaran 2016

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sawahlunto
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota
Sawahlunto Tahun Anggaran 2016.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah  Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten
Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
278);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558) sebagaimana telah diubah keduakalinya terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5684);

Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian
Anccaran Pendanatan dan Belania Negara Tahun Angcaran



Menetapkan:
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016
tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 44 TAHUN
2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sawahlunto
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota
Sawahlunto Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota
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awahlunto Tahun 2015 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Penyaluran Dana Desa  dilakukan melalui
pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum
Daerah ke Rekening Kas Desa.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah
ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa
diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:

a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60 % (enam
puluh persen)

b.tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%
(empat puluh persen)

(4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah
Kepala Desa menyampaikan:

a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan



(5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi
pengunaan Dana Desa semester I.

(6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun
dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal {April 2016

{ WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal {- April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO?

0 ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2016 NOMOR 5

| TEAIDIELT | o)
2 AGIAN |

3=l BLX 125018081




